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Menimbang

DI BIDANG KEPABEANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk lebih memberikan rasa keadilan dalam
pengenaan sanksi administrasi berupa denda
terhadap pengguna jasa kepabeanan dalam
memenuhi kewajiban kepabeanan dalam mendorong
perkembangan dunia usaha sebagaimana telah diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008
tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa
Denda Di Bidang Kepabeanan, perlu dilakukan
perubahan mengenai ketentuan pengenaan sanksi
administrasi berupa denda di bidang kepabeanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di

Bidang Kepabeanan;
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Mengingat

Menetapkan

1.

1.

Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4661);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di
Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2008
TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA
DENDA DI BIDANG KEPABEANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor
28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi
Berupa Denda di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838) diubah

sebagai berikut:

Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:
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Pasal 6

Besarnya denda yang dinyatakan dalam
persentase tertentu minimum sampai dengan
maksimum dari kekurangan pembayaran bea
masuk atau bea keluar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d ditetapkan secara
berjenjang berdasarkan perbandingan antara
total kekurangan pembayaran bea masuk atau
bea keluar yang terkena denda dengan total
pembayaran bea masuk atau bea keluar yang
telah dibayar dari seluruh barang impor atau
barang ekspor yang dikenai denda dalam satu
pemberitahuan pabean, dengan ketentuan
apabila total kekurangan pembayaran bea masuk
atau bea keluar yang terkena denda:

a. sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari
total bea masuk atau bea keluar yang telah
dibayar yang dikenai denda, dikenai denda
sebesar 100% (seratus persen) dari total
kekurangan pembayaran bea masuk atau
bea keluar yang terkena denda,;

b. di atas 50% (lima puluh persen) sampai
dengan 100% (seratus persen) dari total bea
masuk atau bea keluar yang telah dibayar
yang dikenai denda, dikenai denda sebesar
125% (seratus dua puluh lima persen) dari
total kekurangan pembayaran bea masuk
atau bea keluar yang terkena denda;

c. diatas 100% (seratus persen) sampai dengan
150% (seratus lima puluh persen) dari total
bea masuk atau bea keluar yang telah
dibayar yang dikenai denda, dikenai denda
sebesar 150% (seratus lima puluh persen)
dari total kekurangan pembayaran bea

masuk atau bea keluar yang terkena denda;
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